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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 April 2004

:111/982/SJ Kepada Yth.

Segera

Dukungan Pemerintah Daerah 1. Sdr.Gubemur
Terhadap Pendaftaran Pemilih 2. Sdr.Bupati/Walikota
untuk Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden. di —

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya pendaftaran pemilih untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden oleh PPS, bersama ini disampaikan kepada Saudara
Gubemur/Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut:

Pendaftaran pemilih Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan oleh Panitia
Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Desa/Kelurahan dengan cara menyempumakan
kembali data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD, OPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.

Penyempumaan DPT dimasing-masing Desa/Kelurahan pertama-tama akan
dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan berupa pemilih pemula, yaitu mereka yang
memasuki usia 17 tahun pads tanggal 5 Juli 2004. Daftar ini akan disiapkan oleh
BPS dan diserenkan kepada KPU Kabupaten/Kota Untuk diteruskan ke masing-
masing PPS.

DPT yang dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan seperti dimaksud butir 2
(dua) selanjutnya akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh PPS.

DPS tersebut akan diumumkan kepada masyarakat setempat oleh PPS mulai tanggal
25 April sampai dengan 10 Mei 2004 dan untuk itu perlu dibantu oleh Kepala
Desa/Lurah, Pengurus RT/RW dan Pamong Desa/Aparat Kelurahan lainnya._

Dalam tenggang waktu seperti tersebut butir 4 (empat) agar dihimbau untuk
masyarakat secara aktif menyampaikan usulan parbaikan DPS kepada PPS. Dalam
proses ini agar dibantu olen RT/RW dan Pamong Desa/Aparat Kelurahan lainnya.

Berdasarkan usulan tersebut, PPS dibantu RT/RW dan Pamong Desa/A parat
Kelurahan melakukan perbaikan DPS dengan:

a. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia,

b. Mencoret pemilih yang tidak berdomisili atau pindah tempat tinggal
dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan,

C. Mencoret pemilih yang tidak dikenal sebagai penduduk dan Warga
Negara Indonesia yang tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

d. Mencoret pemilih yang tercatat lebih dari satu kali di Desa/Kelurahan
tersebut atau diketahui tercatat di Desa/Kelurahan lainnya,

e. Melakukan koreksi penulisan nama, alamat dan data lainnya yang
salah,

f. Menambahkan penduduk yang mengalami perubahan status pekerjaan.
yaitu yang telah pensiun atau keluar dari dinas di TNI/POLRI, dan
sebaliknya mecoret dari daftar yang memasuki dinas sebagai TNI/POLRI,
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g. Penambahkan penduduk yang mengalami perubahan status perkawinan, yaitu yang
baru menikah setelah pendaftaran pemilih tahun 2003 dan sampai dengan saat
Pemilu tanggal 5 Juli 2004 nanti belum berumur 17 tahun.

7. Penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPS akan didaftar oleh PPS dibantu
RT/RW dan pemong Desa/Aparat Kelurahan lainnya sebagai pemilih baru dan dicatat .sebagai
daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan akan diumumkan antara tanggal 11 Mei
sampa dengan 18 Mei 2004.

8. Jikatidak ada perubahan, DPS dan daftar pemilih tambahan tersebut pada tanggal 5 Mei 2004
akan ditetapkan manjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh
KPU.

9. Penyediaan kartu pemilih untuk pemilih baru dan pemilih yang dikoreksi nama, alamat dan data
lainnya akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Demikian pula penyediaan formulir
pendaftaran dan penyebarluasannya dilakukan oleh jgjaran KPU.

Untuk kelancaran pendaftaran pemilih tersebut diminta agar Gubemur membantu jajaran KPUD
dan mengendalikan koordinasi jgjaran Pemerintah kabupaten/Kota dalam menghimbau/mendorong
kesertaan masyarakat dan dukungan Camat, Kepala Desa/Lurah sampai dengan RT/RW kepada
KPUD/PPK/PPS pada pal aksanaan pendaftaran pemilih oleh PPS.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai agenda nasional dan agar melaporkan
parkembangan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI
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Tembusan kepadaY't h:
1. KetuaKPU
2. KepalaBPS

3. Sekretaris Jenderal Depdagri




